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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara historis desa sudah ada jauh sebelum negara ini terbentuk. Hal ini dapat 

dibuktikan dalam penjelasan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pada Angka II (sebelum perubahan) yang berbunyi: 

 “Dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zelfbestturande dan 

Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, 

Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut 

mempunyai susunan asli. Oleh karenanya, dapat dianggap sebagai daerah yang 

bersifat istimewa. Sifat istimewa yang melekat ini bisa merupakan hak asal-

usul atau melekat pada daerahnya”.1  

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).2 

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk sebuah badan yang dapat 

mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, membuat kebijakan dan 

                                                           
1 AW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 9. 
2 Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 



 
 

melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa yang dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Badan permusyawaratan desa mulai dikenal sejak keluarnya Dekrit Presiden 

pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD NRI 1945. Pada 

masa itu presiden mengeluarkan Penpres No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan 

Daerah. Setelah Penpres ini dibentuk, terjadi pemusatan kekuasaan ke dalam satu garis 

birokrasi yang bersifat sentralistis.. Pada masa ini, pemerintah membentuk Panitia 

Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Selama dua tahun bekerja lahirlah 

dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang 

Desapraja. 

Istilah desapraja yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1965 digunakan secara seragam di seluruh Indonesia. Alat-alat kelengkapan desapraja 

menurut undang-undang ini adalah: 

a) Kepala Desa; 

b) Badan Musyawarah Desa; 

c) Pamong Desapraja; 

d) Panitera Desapraja; 

e) Petugas Desapraja; dan 

f) Badan Pertimbangan Desapraja. 



 
 

Akan tetapi, pelaksanaan undang-undang ini ditunda (dibekukan) dan 

pelaksanaan desapraja tidak terwujud. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

pada masa kemerderkaan sudah ada pengaturan tentang BPD melalui Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Undang-Undang tersebut belum 

terimplementasi di banyak daerah.3 

Eksistensi kedudukan BPD ditandai sejak diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan sebutan Lembaga 

Musyawarah Desa (LMD). Lembaga musyawarah desa adalah lembaga pemerintah 

desa untuk  memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi 

perwujudan pelaksanaan Demokrasi Pancasila di desa. Lembaga musyawarah desa 

merupakan lembaga permusyawaratan/pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat 

yang ada di desa yang bersangkutan yang keputusan-keputusannya ditetapkan 

berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh 

kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan, 

lembaga ini berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa 

yang bersangkutan.4 Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, 

                                                           
3 Suryaningsih, Sejarah Perkembangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Indonesia: Dahulu, 

Kini dan Masa Depannya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrab, Pekanbaru. 2014, hlm. 4-

5. 
4 AW. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1979. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 56. 



 
 

Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/Pemufakatan yang 

keanggotaannya terdiri atas5: 

a) Kepala-kepala dusun; 

b) Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyarakatan; 

c) Pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.  

Demokrasi pancasila yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1979 dalam kenyataannya tidak dapat diwujudkan. Pemilihan keanggotaan 

LMD sendiri tidak mencerminkan demokrasi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan 

pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.6 

Dari 2 ayat di atas dapat dilihat bahwa kepala desa dan sekretaris desa 

merangkap jabatan sebagai kepala dan sekretaris LMD. Lembaga musyawarah desa 

tidak dipilih berdasarkan pemufakatan yang dinyatakan dalam pasal 17 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Meski ada pembagian kekuasaan sebagaimana 

dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) bahwa Pemerintah desa terdiri atas (a) Kepala Desa 

dan (b) Lembaga Musyawarah Desa. Tetapi LMD tidak memiliki kekuasaan berarti, 

kepala desa menjadi penguasa tunggal di desa. Kepala desa menjadi kepala eksekutif 

                                                           
5 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153). 
6 Dalam ketentuan pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang 

Pemerintahan Desa menyatakan bahwa, (2) Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah 

Desa. (3) Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa”. 



 
 

sekaligus kepala legislatif di tingkat desa tanpa adanya lembaga yang berkuasa untuk 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.  

Reformasi pemerintahan desa perlu diadakan, Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1979 selama ini tampaknya kurang memberdayakan unsur-unsur demokrasi, 

sehingga melemahkan dan menghapuskan unsur-unsur demokrasi dengan dalih demi 

keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa.7 Dikeluarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wajah baru untuk 

pemerintahan desa.  

Konsep checks and balances8 dalam pemerintahan desa dicerminkan sejak 

berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 

dinyatakan dalam Pasal 94 bahwa di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan 

Perwakilan Desa, yang merupakan pemerintah desa. Dari ketentuan ini tampak jelas 

bahwa antara lembaga pemerintah desa dan BPD merupakan lembaga yang terpisah 

yang mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.  

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

badan perwakilan desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat 

istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat, 

serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pasal tersebut menjelaskan 

                                                           
7 AW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan…. Op.Cit., hlm. 12. 
8 Menurut Mirriam Budiarjo, Check and Balances mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-

batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, tidak dimaksud untuk memperbesar 

efisiensi kerja, tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif. 



 
 

bahwa badan perwakilan desa, mempunyai 4 fungsi, yakni: Pertama, mengayomi adat 

istiadat; Kedua, membuat peraturan desa; Ketiga, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat; Keempat, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa.9 

Perwujudan konsep checks and balances  dalam pemerintahan desa dapat 

dilihat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang menyatakan 

bahwa kepala desa: 

a) bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan  

b) menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati. 

Pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa 

sekali dalam setahun pada setiap tahun anggaran dan apabila pertanggungjawaban 

kepala desa ditolak oleh Badan Perwakilan Desa harus dilengkapi atau disempurnakan 

dan apabila telah dilengkapi atau disempurnakan tersebut tetap ditolak untuk kedua 

kalinya, Badan Perwakilan Desa mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada 

Bupati. Mekanisme seperti ini dilakukan agar sendi tanggungjawab pelaksanaan 

pemerintahan yang dilakukan kepala desa kepada rakyat melalui Badan Perwakilan 

Desa dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan 

perwujudannya di tingkat desa.10 

                                                           
9 AW. WIdjaja, Pemerintahan Desa Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Suatu 

Telaah Administrasi Negara). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 28. 
10 AW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan…. Op.Cit., hlm. 28. 

 



 
 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini kemudian diganti dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Perwakilan Desa 

berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 209 

Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi 

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat”. 

Dalam penjelasan pasal di atas, dapat dilihat bahwa fungsi BPD mulai dikebiri, 

BPD hanya mempunyai 2 fungsi saja menurut  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004. Pengebirian fungsi BPD juga semakin ditegaskan dalam Peraturan Pemerintahan 

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Desa dalam Pasal 34 bahwa BPD 

mempunyai 2 fungsi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 35, BPD mempunyai 

wewenang: 

a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 

b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan 

kepala desa; 

c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 

d. membentuk panitia pemilihan kepala desa; 

e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat; dan 



 
 

f. menyusun tata tertib BPD. 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, mengisyaratkan adanya penguatan kekuasaan absolut kepala desa kembali 

seperti yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Badan 

permusyawaratn desa tidak mempunyai fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan 

pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melemahkan fungsi BPD. 

Meskipun mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian kepala desa. Namun secara fungsi yang diberikan oleh undang-undang, 

BPD tidak mempunyai fungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Sejak masa reformasi Indonesia dimulai (1999), pengaturan mengenai 

pemerintahan desa terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat. Setelah melewati proses yang sangat panjang, lembaga legislatif akhirnya 

kembali mengeluarkan kebijakan baru yang mengatur secara khusus tentang desa yaitu 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seakan tidak membawa 

perubahan berarti, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga melemahkan 

kedudukan BPD dengan menempatkan BPD bukan sebagai bagian dari struktur 

pemerintah desa. Dalam undang-undang ini BPD merupakan lembaga mandiri yang 

merupakan mitra kerja dari pemerintah desa  dan mempunyai 3 fungsi, yaitu: 

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 



 
 

Penulis menilai bahwa kedudukan dan fungsi BPD semakin melemah. Badan 

Permusyawaratan Desa tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Hal itu dapat 

dilihat dari penemuan awal yang dilakukan oleh penulis pada Desa Kuang Dalam Barat 

dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan yaitu pertama, pemilihan 

keanggotan BPD yang  tidak didasarkan pada prinsip demokratis dan kedua, 

keberadaan BPD kurang diakui oleh masyarakat desa. 

Berdasarkan wawancara penulis terhadap ketua BPD pada Desa Kuang Dalam 

Barat periode 2005-2014 diketahui bahwa pemilihan keanggotan BPD dilakukan 

secara demokratis, di mana masyarakat desa dilibatkan langsung dalam pemilihan 

keanggotan BPD. Sedangkan pemilihan keanggotan BPD pada periode sekarang tidak 

melibatkan unsur masyarakat desa melainkan dengan penunjukan oleh kepala desa 

berdasarkan keterwakilan daerah.11  

Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa sendiri kurang diakui oleh 

masyarakat desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan masyarakat cenderung 

menyampaikan aspirasi langsung kepada kepala desa dan bukan kepada BPD yang 

diberikan fungsi oleh undang-undang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat desa.  

Badan permusyawaratan desa sebagai lembaga yang mewakili masyarakat 

desa mengalami perubahan demi perubahan baik secara kedudukan maupun secara 

                                                           
11 Wawancara dengan Bapak Njalani Ginting selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam 

Barat Periode 2005-2014, tanggal 17 Oktober 2018 di Palembang. 



 
 

fungsi sejak masa orde baru sampai dengan saat ini. Perubahan-perubahan kedudukan 

dan fungsi yang dialami BPD ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih 

dalam lagi mengenai pelaksanaan fungsi BPD yang senyatanya pada pemerintahan 

desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis mengenai “Pelaksanaan Fungsi 

Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Studi Kasus Pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang 

Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan)” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas penulis dapat menarik beberapa masalah yang 

muncul, di antaranya: 

1) Bagaimanakah fungsi BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa? 

2) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa 

Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut. 

a. Untuk menganalisis fungsi BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. 

b. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan 

Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera Selatan. 

 



 
 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, di 

antaranya: 

a. Manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada 

khususnya mengenai pelaksanaan fungsi BPD. 

b. Secara praktis, yaitu dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi 

bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah 

yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan fungsi 

BPD. 

 

E. Ruang Lingkup 

Agar dalam membahas permasalahan penulisan skripsi ini menjadi lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup penulis adalah 

membahas permasalahan-permasalahan yang ada yang membatasi pada fungsi BPD 

menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan fungsi 

BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan Ilir Sumatera 

Selatan. 

 

 

 

 



 
 

F. Kerangka Teori 

Dalam hal ini, terdapat teori-teori yang digunakan penulis sebagai acuan 

penulisan adalah sebagai berikut. 

F.1. Teori Demokrasi 

David Held (Dalam Model of Democracy, 2007), kata demokrasi atau 

democracy dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata demokratie  dalam bahasa Prancis 

pada abad ke-16. Namun, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani demokratia, 

yang diambil dari kata demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa 

(memerintah).12 Definisi yang paling singkat tentang demokrasi, seperti yang 

diucapkan oleh Abraham Lincoln pada 1863, yaitu government of the people, by the 

people for the people atau dalam istilah lainnya, seperti yang dikemukakan oleh 

Schumpeter pada tahun 1950, The will of the people yang artinya sebagai “kehendak 

rakyat”.13 

Sebagai wujud demokrasi dalam pemerintahan desa. Maka diadakan sebuah 

lembaga yang  berfungsi untuk mewakili kepentingan, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Teori ini menjadi 

landasan untuk menjawab apakah BPD sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan 

prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menjalankan 

fungsinya tersebut dengan baik. 

                                                           
12  Ni’matul Huda, Ilmu Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 200. 
13 TB. Massa Djafar, Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi Perubahan Politik Orde baru ke 

Reformasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015, hlm. 29. 



 
 

 

F.2. Teori Pembagian Kekuasaan 

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain 

merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. 

Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi 

pemerintahan yang bersifat legislatiff, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal 

sebagai Trias politika.14 

Trias politika lahir karena adanya kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja. 

Pada awalnya, negara-negara yang berkuasa mengumpulkan kekuasaan melekat pada 

seorang raja. Kekuasaan raja adalah absolut untuk membuat undang-undang dan 

mengadili setiap sengketa. Kekuasaan mutlak ini telah menyebabkan suatu negara 

melekat pada diri sang raja. Raja adalah penguasa tunggal yang berwenang membuat 

undang-undang, melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap sengketa.15 

Montesquieu sebagai penggagas konsep trias politika memisahkan kekuasaan 

menjadi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan 

yudikatif. Menurut Baron de Montesquie, idealnya ketiga fungsi kekuasaan negara itu 

dilembagakan masing-msing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh 

menjalankan satu fungsi (functie), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-

masing dalam arti mutlak (separation of power). Artinya jika tidak demikian, nama 

                                                           
14 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 152.  
15 Ahmad Sukardja,  Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih 

Siyasah, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 127. 



 
 

kebebasan akan terancam.16 Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh suatu badan 

perwakilan rakyat, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah (presiden 

dengan bantuan menteri-menteri atau kabinet), kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh 

badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya). 

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan 

mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dapat 

dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Menurut E. Utcrecht, pemisahan mutlak 

yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak 

ditempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan 

ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas 

kekuasaannya. Jika dilihat dari fungsi negara pada negara hukum modern, pembagian 

tiga fungsi kekuasaan negara tidak dapat diterima secara mutlak, karena badan negara 

juga dapat diberi lebih dari satu fungsi.17 

Mirriam Budiardjo menyatakan pada abad ke-20 dalam negara yang sedang 

berkembang di mana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian 

kompleksnya serta badan eksekutif  mengatur hampir semua aspek kehidupan 

masyarakat, trias politika dalam arti pemisahan kekuasaan tidak dapat dipertahankan 

lagi.18  

                                                           
16 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: 

Konstitusi Press,2005, hlm. 35. 
17 E.Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Cet . 9, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, hlm. 17-24. 
18 Mirriam Budiardjo,  Dasar….Op.Cit., hlm. 282. 



 
 

Konsep trias politika yang disampaikan  Montestquieu tidak relevan lagi saat 

ini, mengingat tidak mungkin mempertahankan ketiga organisasi tersebut hanya 

berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. 

Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak 

mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling 

mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances.19 

Dalam hal ini, teori ini menjadi landasan bagi penulis untuk menjawab dua 

rumusan masalah dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan fungsi BPD, yaitu 

apakah dalam pemerintahan desa terdapat pembagian lembaga kekuasan dan 

bagaimana BPD melaksanakan fungsinya sesuai dengan pembagian kekuasaan 

tersebut.  

 

F.3. Teori Check and Balances 

Dewasa ini teori trias politika sudah tidak relevan lagi, mengingat tidak 

mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi kekuasaan (legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif) hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga 

fungsi kekuasaan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antar cabang 

kekuasaan (baca: legislatif, eksekutif, dan yudikatif) itu tidak mungkin tidak saling 

bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu 

sama lain sesuai dengan prinsip check and balances.20  

                                                           
19 A. Fickar Hadjar Ed. Al, Pokok-Pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003, hlm. 4. 
20 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan….Op.Cit., hlm. 35. 



 
 

Prinsip checks and balances dikemukakan oleh Baron De Montesquieu. 

Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahaan kekuasaan 

(separation of power), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi negara oleh 

Amerika Serikat (US Constitution 1789). Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan 

memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada satupun cabang 

pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang 

lainnya. Secara tersirat dapat dikatakan bahwa hakikat dari prinsip check and balances 

adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu 

terhadap kekuasaan lainnya.21 

Dalam konsep negara hukum, pembagian kekuasaan menjadi salah satu aspek 

yang memegang peranan penting. Pembagian kekuasaan kepada beberapa lembaga 

negara akan tercipta keseimbangan (check and balances) dan pada gilirannya akan 

menepis adanya absolutisme kekuasaan.22  

Dalam hal ini, teori ini menjadi landasan bagi penulis untuk menjawab dua 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah dalam pemerintahan desa terdapat 

pengawasan dan perimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kekuasaan di 

tingkat pemerintahan desa atau justru terjadi kekuasaan absolut pada lembaga 

kekuasaan tertentu di lingkungan pemerintahan desa. 

 

                                                           
21 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 147. 
22 Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, Hukum Tata Negara. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 

2016, hlm. 102. 



 
 

G. Metode Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara metode penelitian yang 

mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. Tipe Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah empiris, di mana memandang 

hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-

lain.23 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang-undangan (statue approach) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang sedang 

diteliti.24 Kemudian, peneliti juga melakukan pendekatan kasus (case study approach), 

yang merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara 

cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses pelaksanaan fungsi , dan peneliti 

mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.25  

3. Lokasi Penelitian 

                                                           
23 Achmad Ahli dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empriris Terhadap Hukum, Jakarta: 

Kencana,2012, hlm. 2. 
24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 96. 
25 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, EdisiKetiga, 

Bandung: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 19. 



 
 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di kantor Kepala Desa 

Kuang Dalam Barat, kantor Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat, kantor 

Kepala Desa Kuang Dalam Timur dan kantor Badan Permusyawaratan Desa Kuang 

Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir Sumatera Selatan.  

 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber aslinya 

yang berupa wawancara, pendapat maupun hasil observasi dari narasumber di 

kantor Badan Permusyawaratan Desa Kuang Dalam Barat dan desa Kuang Dalam 

Timur Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir Sumatera Selatan.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau 

penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan 

masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.26 Bahan 

hukum terdiri atas: 

a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif).27 Bahan Hukum Primer tersebut adalah peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, di antaranya: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

                                                           
26 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, hlm. 156. 
27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,  Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.  



 
 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

6) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang 

Desa; dan 

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum berupa buku-buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah, makalah, 

skripsi, disertasi serta bahan  yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder yang berasal dari internet 

atau kamus yang berkaitan dengan penelitian. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan hukum yang berasal dari internet, KBBI, dan kamus hukum. 

 

 

 

 

 



 
 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan 

observasi lebih dahulu ke lokasi, yaitu di Desa Kuang Dalam Barat dan Kuang 

Dalam Timur Kecamatan Rambang Kuang Ogan Ilir mengenai keberadaan dari 

Badan Permusyawaratan Desa. 

b. Wawancara 

Langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung 

pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak yang 

terkait tersebut adalah ketua BPD, Anggota BPD, dan Kepala Desa pada desa 

Kuang Dalam Barat dan Kuang Dalam Timur, serta masyarakat yang merasakan 

langsung dampak dari kinerja pemerintahan desa. 

c. Dokumentasi 

Langkah terakhir yang dilakukan adalah dokumentasi, yaitu mencari data atau 

variabel yang berupa catatan, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat 

pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip anggota 

yang relevan dengan tujuan penelitian. 

 

6. Teknik Analisis Data 



 
 

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat 

deskriptif analisis, yaitu analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara 

penelitian kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.28 

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Dari analisis data tersebut penulis melakukan penelitian kualitatif, 

karakteristiknya berupa penarikan kesimpulan dengan cara induktif29 yaitu dengan 

beranjak pada prinsip-prinsip khusus untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang 

umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara 

sistematis. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Agar dapat diketahui gambaran secara singkat dalam menyusun skripsi ini, 

maka dalam sistematika penulisan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. BAB I: Pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

2. BAB II: Tinjauan Pustaka, yaitu berisi tentang sejarah, teori-teori dan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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29 Bagong Suyanto & Sutinah, Metode Penelitian sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi, 

Jakarta:Kencana, 2011. hlm. 281. 



 
 

3. BAB III: Pembahasan, yaitu berisi pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi BPD 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaan 

fungsi BPD pada Desa Kuang Dalam Barat dan Desa Kuang Dalam Timur Ogan 

Ilir Sumatera Selatan. 

4. BAB IV: Penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil 

setelah melakukan penelitian.  
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